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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan proses penyusunan program kegiatan pembangunan/Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam satu tahun anggaran.
2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini menjelaskan :
2.1. Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
2.2. Proses penyusunan anggaran dari program-program kegiatan pembangunan yang ditetapkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.
3. DASAR HUKUM
3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3.4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3.5. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kota Denpasar;
3.6. Peraturan Daerah Kota Denpasar  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar
3.7. Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. DEFINISI

4.1. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4.2. UAP adalah kependekan dari Usulan Anggaran Pembangunan;
4.3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah;
4.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (pelaksana fungsi eksekutif) yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik;
4.5. Musrenbangda adalah kependekan dari Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah;
4.6. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta angaran yang diperlukan untuk melaksanakannya;
4.7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat alokasi anggaran yang disediakan kepada pengguna anggaran;

4.8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepada daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

4.9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat terkait kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran;

4.10. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat;

4.11. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD;

4.12. TEPRA adalah kependekan dari Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.
.
5. KETERKAITAN
-
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada kelancaran proses perencanaan dan proses selanjutnya.

7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan RKA
7.2. Mampu mengintegrasikan dokumen perencanaan daerah dalam kegiatan prioritas OPD

7.3. Mampu mengoperasikan komputer
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja
8.2. Meja
8.3. Kursi
8.4. Filling Kabinet
8.5. Komputer
8.6. Printer
8.7. ATK

8.8. Lemari Arsip
9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Penyusunan Program Pembangunan

9.1.1. Berdasarkan RPJMD Kota Denpasar yang sudah diterjemahkan menjadi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sub Bagian Perencanaan menyusun RENJA dengan petunjuk dan arahan Sekretaris dan Kepala Dinas.
9.1.2. Renja yang telah disusun menjadi dasar pembuatan UAP.
9.1.3. UAP yang disusun oleh bidang - bidang dan sekretariat disahkan Kepala Dinas diajukan pada Bappeda Kota untuk dibahas di Forum PD dan dilanjutkan ke Musrenbangda.

9.1.4. Setelah UAP disetujui Bappeda, Kasubag Program mengkoordinasikan penyusunan RKA, diantaranya dengan meminta masing-masing Kepala Bidang dan Sekretariat mengisi rencana sub kegiatannya dengan dilengkapi rencana jadwal pelaksanaan kegiatan .

9.1.5. RKA yang telah mendapat pengesahan Kepala Dinas akan diajukan ke Bappeda lagi.

9.1.6. Penelitian RKA Dinas Penanaman Modal dan PTSP dilakukan oleh Bappeda, BPKAD, Inspektorat Kota Denpasar, Bagian Administrasi Pembangunan dan Instansi terkait. Hasil pembahasan ini menghasilkan DPA yang menjadi acuan pembiayaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar.

9.1.7. Berdasarkan DPA tersebut, Sub Bagian Program menyusun Perjanjian  Kinerja untuk disahkan Walikota Denpasar. 

9.1.8. Pencairan anggaran biaya selanjutnya dilakukan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
9.2. Evaluasi Program Pembangunan

9.2.1. Setiap awal tahun, Sub Bagian Program menyusun LKj IP tahun sebelumnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masing-masing bidang dan KPA.
9.2.2. Setiap awal tahun, Sub Bagian Program memberikan data LKPJ kepada Bappeda Kota Denpasar untuk digunakan sebagai bahan penyusunan LKPJ Walikota Denpasar.
9.2.3. Setiap awal tahun, Sub Bagian Program memberikan data LPPD kepada Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar untuk digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD Kota Denpasar.
9.2.4. Setiap awal tahun, Sub Bagian Program menyusun RENJA yang dilaporkan ke Bappeda Kota Denpasar.
9.2.5. Setiap bulan, membuat laporan sistem monitoring TEPRA Kota Denpasar yang dilaporkan ke Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar
10. ARSIP TERKAIT
10.1. RPJMD
10.2. RENSTRA
10.3. RKA
10.4. DPA
10.5. LKj IP
10.6. RENJA
10.7. TEPRA
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